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Pasal-pasal penghinaan banyak tersebar dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Objek atau sasaran
Penghinaan terdiri atas terhadap pribadi perseorangan, terhadap kelompok atau golongan, terhadap institusi
atau lembaga, terhadap suatu agama, terhadap para pejabat yang meliputi; pegawai negeri, kepala negara
atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing dan terakhir terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Yang
menarik adalah penggunaan pasal penghinaan yang ditujukan kepada orang yang melakukan penghinaan
terhadap Kepala Negara atau Presiden, hal tersebut diatur dalam titel 11 Buku 11 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana tentang K gjahatan Melanggar Martabat Presiden dan Martabat Wakil Presiden. TitleIl ini
dimulai dari pasal 134, pasal 136 bis, dan pasal 137 hingga pasal 139. Orang yang melakukan penghinaan
terhadap K epala Negara sering dihukum dengan pasal 134. Pemahaman terhadap pasal ini pertama adalah
penghinaan itu harus dilakukan dengan sengaja (opzettelijk) dimana pelaku harus menghendaki perbuatan
itu terjadi. Kedua, penghinaan dilakukan dengan segala macam cara termasuk pula cara penghinaan seperti
yang diatur dalam title XVI Buku |1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mulai pasal 310 sampai pasal
321. Ketiga, harus diketahui bahwa Presiden atau Wakil Presiden hadir atau tidak dengan kata lain yang
dihina hadir atau tidak ditempat itu. Ketiga hal ini penting pada saat pembuktian terhadap unsur-unsur pasal
dalam sidang pengadilan. Tidak kalah pentingnya adalah pembedaan antara pasal 134 KUHP dengan pasal
136 bis KUHP. Pemahaman pasal 136 bis KUHP yang terpenting adalah bahwa unsur ini sangat berkaitan
erat dengan pasal 134 KUHP, dalam hal kesempurnaan pembuktian. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan dengan register nomor 1380/Pid.B/2002, telah menjatuhkan hukuman selama 5 bulan penjara
kepada terdakwa Kiastomo. Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan primer pasal 134 KUHP
subsider pasal 137 KUHP. Magjelis Hakim dalam amarnya menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan
meyakinkan telah memenuhi unsur pasal 134 KUHP. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sama
dengan dakwaan primer dari Jaksa Penuntut Umum, namun jika diperhatikan ada kekurangan selama proses
pembuktiannya, ini menunjukan kurangnya pemahaman Majelis Hakim terhadap unsur pasal tersebut. Hal
yang samaterjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register 484/Pid.B/2003,
dimanaterdakwa M. Igbal Siregar juga dinyatakan bersalah melanggar pasal 134 KUHP, Terdakwa | gbal
Siregar dihukum 5 bulan penjara. Berdasarkan hal tersebut diatas Penulis tertarik untuk melakukan
penelitian hukum dengan Judul “Pembuktian Tindak Pidana Penghinaan Terhadap K epala Negara (Studi
Kasus Perkara Nomor Register 1380/Pid.B/2002/PN Jakarta Selatan)”. Akibat kurangnya pemahaman
terhadap unsur-unsur pasal tersebut maka dalam prose pembuktiannya majelis hakim bisa dikatakan telah
menghukum orang yang belum tentu bersalah, hal ini dapat menyebabkan turunnya citra serta wibawa
lembaga peradilan dalam rangka penegakan hukum di Indonesia. Untuk itu aparatur penegak hukum harus
memperbaiki kekeliruan serta kekhilafan yang terjadi selamaini dengan meningkatkan pemahaman terhadap
pasal-pasal Kejahatan Melanggar Martabat Presiden Dan Martabat Wakil Presiden sehingga kemungkinan
salah melakukan penerapan hukum dalam proses peradilan tidak terjadi lagi.
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